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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis 

Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls yang melibatkan kasus pencurian hasil 

perkebunan berupa brondolan kelapa sawit oleh terdakwa Andri Pitra Nanda. 

Kasus ini menarik karena hakim menggunakan Pasal 364 KUHP untuk 

memutuskan perkara, alih-alih menerapkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dapat disimpulkan dari isi pembahasan 

tersebut, antara lain: 

1. Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls 

mendasarkan penjatuhan hukuman pada Pasal 364 KUHP (pencurian 

ringan) karena nilai kerugian hasil perkebunan yang diambil pelaku berada 

di bawah batasan nominal Rp2.500.000 sesuai PERMA No. 2 Tahun 2012. 

Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

(Pasal 107) tidak secara rinci mengatur batasan nilai kerugian yang 

membedakan kategori tindak pidana ringan dan berat. Kondisi ini 

mendorong hakim memilih pasal dalam KUHP yang memberikan parameter 

nominal yang lebih jelas sehingga dapat diterapkan secara teknis dalam 

persidangan. 

2. Terdapat Hambatan Penerapan Undang-Undang Perkebunan dalam Praktik 

Peradilan, walaupun Undang-Undang Perkebunan bersifat lex specialis 

 

 



59 
 

 

terhadap KUHP dalam kasus pencurian hasil perkebunan, penerapannya 

masih jarang dilakukan karena beberapa faktor: belum adanya pedoman 

teknis yang komprehensif untuk menghitung kerugian hasil perkebunan, 

kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkebunan kepada aparat penegak 

hukum, serta kecenderungan penyidik dan jaksa untuk menggunakan pasal-

pasal KUHP yang lebih familiar dan telah mapan digunakan di peradilan 

pidana umum. Hambatan ini membuat penerapan asas lex specialis derogat 

legi generali tidak konsisten dalam praktik. 

3. Hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis seperti latar belakang 

ekonomi terdakwa, kondisi sosial masyarakat sekitar perkebunan, dan 

hubungan pelaku dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam banyak 

kasus, faktor-faktor ini mendorong hakim untuk memilih pasal KUHP yang 

ancaman pidananya lebih ringan, dengan tujuan mempertimbangkan 

kemanfaatan hukuman dan menghindari dampak sosial yang lebih luas. 

Pendekatan ini, walaupun secara hukum mengabaikan asas lex specialis, 

dianggap hakim sebagai bentuk penyesuaian untuk mencapai keadilan 

substantif bagi pihak-pihak yang terlibat. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memiliki beberapa saran, 

yaitu: 

1. Dilakukannya peninjauan ulang terhadap penerapan pasal dalam Putusan 

Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls akan lebih tepat apabila menggunakan 

Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan. Pasal ini secara khusus mengatur 

tindakan memanen atau mengambil hasil perkebunan secara ilegal, dengan 
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ancaman sanksi yang lebih berat. Penerapan pasal tersebut dinilai mampu 

memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku, sekaligus 

mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, serta memperkuat 

perlindungan hukum atas hasil perkebunan. 

2. Dibutuhkan koordinasi Hakim, Jaksa, dan Penyidik dalam menerapkan 

hukum khusus, seperti Undang-Undang Perkebunan, pada perkara yang 

berkaitan dengan hasil perkebunan. Langkah ini bertujuan agar pasal-pasal 

yang relevan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga efisiensi dalam 

proses penegakan hukum dapat tercapai. 
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